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ABSTRAK 

 

Pada tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mengoperasikan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggaraksan oleh BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara nasional berdasarkan Prinsip 

Asuransi Sosial dan Prinsip Ekuitas. Program ini bersifat wajib bagi seluruh 

rakyat sesuai dengan prinsip kepesertaannya, setiap peserta akan ditarik iuran 

setiap bulannnya dan bagi peserta yang tidak mengindahkan dikenakan sanksi. 

BPJS selaku pengelola, berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial 

untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Islam sebenarnya melihat 

persoalan kebutuhan pokok dibagi menjadi dua ketegori: pertama, kebutuhan 

pokok sebagai individu, yaitu: makan, pakaian, dan tempat tinggal; kedua, 

kebutuhan pokok sebagai anggota masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan dan 

keamanan. Program ini seolah mengalihkan tanggungjawab pemerintah kepada 

rakyat. Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai bagaimana JKN yang bersifat asuransi sosial ini dalam tinjauan Hukum 

Islam? Apakah tanggung jawab kesehatan rakyat itu adalah tanggung jawab 

negara atau diemban rakyat sendiri?, dan bagaimana pandangan hukum islam jika 

pemerintah menarik iuran untuk dana jaminan sosial? Semua ini penting untuk 

diteliti sebagai bentuk ketegasan hukum, terlebih menyangkut ekonomi umat 

Islam. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Penelitian Pustaka 

(library research), yakni penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada 

kaitannya dengan JKN, bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah norma-norma 

yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan dalam UU SJSN dan UU BPJS 

serta Buku Pegangan Sosialisasi JKN. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis 

berdasarkan normatif yuridis. 

Akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa negara wajib menjamin 

kedua kebutuhan pokok rakyat dari dana batulmal dan tidak mewajibkan rakyat 

untuk membayar iuran, karena paradigma perbuatan negara adalah pelayanan, 

bukan berorientasi kepada keuntungan, namun jika dalam suatu keadaan tertentu 

pemerintah boleh menarik iuran dari orang kaya yang berkecukupan untuk dana 

jaminan sosial. dan penerapan program JKN di indonesia belum sepenuhnya tepat 

karena kondisi masyarakat Indonesia belum terlalu mapan, dan adanya klasifikasi 

masyarakat Indonesia justru akan menambah kesenjangan sosial antara orang kaya 

dan orang miskin dan sistem pengelolaan dana JKN masih mengandung unsur 

maisῑr, garar dan ribā, jadi menurut analisis penulis hukumnya jatuh pada syubḥāt. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b 

/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bā‟ B Be ب

 Tā‟ T Te ت

 Sā‟ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hā‟ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sād Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dād Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tā‟ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 zā‟ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik diatas„ ع



 

 
 

 Gain G Ge غ

 fā‟ F Ef ؼ

 Qāf Q Qi ؽ

 Kāf K Ka ؾ

 Lām L „el ؿ

 Mī M „em ـ

 Nūn N „en ف

 Wāwū W W و

 hā‟ H Ha هػ

 Hamzah ` Aprostrof ء

 yā‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Muta‟addidah متعددة

 ditulis „iddah عدة

 

C. Ta‟ marbutoh di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis “h” 

 ditulis Ḥikmah حكمة

 ditulis „illah علة

 

 (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan “h”. 



 

 
 

 ‟ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

3. Bila ta‟ marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah 

ditulis “t” atau “h”. 

 ditulis Zakāh al-fiṭr زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

----- 
fatḥaḥ 

Ditulis A 

 Ditulis Fa‟ala فعل

----- 
Kasrah 

Ditulis I 

 Ditulis Żukira ذكر

----- 
ḍammah 

Ditulis U 

 Ditulis Yażhabu يذهب

 

E. Vokal Panjang 

1. 
Fatḥaḥ + alif 

 جاهلية
Ditulis Ā 

Ditulis Jāhiliyyah 

2. 
Fatḥaḥ + ya‟ mati 

 تنسى
Ditulis Ā 

Ditulis Tansā 

3. 
Kasrah + ya‟ mati 

 كريم
Ditulis Ī 

Ditulis Karīm 

4. 
ḍammah + wawu mati 

 فروض
Ditulis Ū 

Ditulis furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
Fatḥaḥ + ya‟ mati 

 بينكم
Ditulis Ai 

Ditulis Bainakum 

2. 
Fatḥaḥ + wawu mati 

 قوؿ
Ditulis Au 

Ditulis Qaul 



 

 
 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis a „antum أأنتم

 ditulis u „iddat أعدت

 ditulis la‟insyakartum لئن شكرتم

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan “l”. 

 ditulis Al-Qur‟ān القرآف

 ditulis Al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)nya 

 ‟ditulis As-Samā السماء

 ditulis Asy-syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawī al-furūḍ ذوى الفروض

 ditulis Ahlas-Sunnah أهل السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MOTTO 
 

 

 

 

Sunggguh Atas Kehendak Allah Semua ini Terwujud, 

Tidak Ada Kekuatan Kecuali Dengan Kehendak Allah 

( Q.S Al-Kahfi 18 : 39 ) 

 

“ Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi 

amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya 

disisi Tuhanmu serta menjadi baik untuk harapan” 

( Q.S Al-Kahfi 18 : 46 ) 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Syari‟at Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya 

mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan tuhannya, 

akan tetapi cakupan syari‟at Islam adalah komprenshif, termasuk didalamnya 

adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan pokok yang 

merupakan urusan manusia.
1
 

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang  

Demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah 

dan badan legislatif sebagai pengemban amanah rakyat melalui pemilihan 

umum bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan 

berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Jika suatu 

pemerintahan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka 

akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan 

ketidakstabilan politik
2
. 

Pada awal tahun 2014 ini tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggaraksan oleh BPJS (Badan 

                                                           
1
 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17. 

2
 Umer Capra, Al-Qur‟an Menuju Sistem Moneter Yang Adil (Yogyakarta: PT Dana Bakti 

Prima Yasa, 1997), hlm. 57. 



2 
 

Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk 

berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN)
3
. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya 

Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Pelaksanaan JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan Prinsip 

Asuransi Sosial dan Prinsip Ekuitas.
4
 Prinsip Asuransi Sosial adalah 

mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna 

memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta 

dan atau anggota keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Ekuitas 

adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan 

sebanding dengan iuran yang dibayarkan, dimana JKN adalah asuransi 

kesehatan sosial.
5
 

Artinya, wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib 

Undang – Undang SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi 

sosial kesehatan (JKN) dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya. Di 

dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah 

nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari 

                                                           
3
 Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 
4
 Pasal 1 ayat (3). 

5
 Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 

16. 
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pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan 

membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”.
6
 

Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut 

Penerima  Bantuan Iuran (PBI)
7
, atas nama hak sosial rakyat, tapi hak itu tidak 

langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga 

(BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi realitanya, rakyat 

diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat 

lainnya. 

Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS 

berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka 

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
8
 

Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank 

kustodian yang merupakan BUMN.
9
 Artinya Bank BUMN bisa mendapat 

sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 Undang – Undang BPJS, dana itu 

dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, 

obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung. 

Dalam permasalahan ini BPJS dalam pengelolaan dana Jaminan Sosial 

yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana tabarru‟ dan dana premi 

                                                           
6
 Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 
7
 Pasal 17 ayat (4). 

8
 Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial.  
9
 Pasal 40. 
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wajib peserta, sedangkan dalam Asuransi Syari‟ah, khususnya asuransi sosial 

harus dibedakan antara  dana tabarru‟ dengan dana bukan tabarru‟.
10

  

Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial 

yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan Program Pemerintah 

berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dengan melihat, prinsip-prinsip 

akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya; 

ribā, maisῑr, dan garar
11

. 

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat tema 

ini, karena yang sifatnya Jaminan (tanggungan) Kesehatan Rakyat merupakan 

tangung jawab negara bukan rakyat, dan dalam Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) ini adalah asuransi sosial, dana sosial yang terkumpul dapat di 

investasikan oleh BPJS dan dimana pemerintah mewajibkan seluruh rakyat 

untuk mengikuti asuransi sosial ini, padahal mengikuti asuransi sosial itu 

merupakan suatu pilihan bukan sebuah kewajiban. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang akan menjadi pokok 

masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam tentang tanggung jawab 

kesehatan bagi rakyat dalam suatu negara? 

                                                           
10

 Agustianto, “BPJS dan Jamianan Sosial Syari‟ah”, dakwatuna.com, akses: 19 Februari 

2014. 

11
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (life and general) Konsep dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. xxi. 
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2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

a. Menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam tentang tanggung jawab 

kesehatan bagi rakyat. 

b. Mendiskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi 

sosial. 

2. Adapun Kegunanaan skripsi ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah: 

(1) Untuk memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam hal 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pandangan Hukum 

Islam. 

(2) Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai fiqh 

muamalah, terutama dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

dalam pandangan Hukum Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Untuk memberikan masukan atau solusi alternatif kepada pelaku 

kebijakan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

khususnya dalam memenuhi hak jaminan sosisal rakyat. 
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D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penyusun lakukan 

terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun, 

belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Persfektif Hukum Islam. 

Buku dan karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan yang 

berhubungan dengan tema di atas diantaranya buku, Abdul Manan dalam 

bukunya, “Ekonomi Islam, Teori dan Praktek”, mendefenisikan Ekonomi 

Islam sebagai: Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

Ekonomi Rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.” Dalam bukunya 

tersebut beliau menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan falsafah ekonomi 

berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan 

berlandaskan pada perintah dan larangan Allah, yang didasarkan adanya 

hubungan manusia dengan Allah, dengan demikian semua metode pemecahan 

masalah ekonomi yang ada (kapitalis dan sosialis) tidak sesuai dengan metode 

yang digunakan oleh Islam.
12

 

Bukunya Munawir Sjadzili, “Islam dan Tata Negara”, dalam buku 

tersebut beliau menjelaskan tentang pola pemikiran diantara umat Islam di 

mana sampai sekarang terpecah dalam tiga aliran, golongan yang pertama, 

berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna 

dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan 

bernegara. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa Islam adalah dalam 

                                                           
12

 Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, alih bahasa M. Nastangin 

(Yogyakarta: Dan Bakti Wakaf, 1995,) hlm. 298. 
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pengerian barat, yang tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Ketiga, 

adalah aliran yang menolak keduamya, aliran ini berpendirian bahwa, dalam 

Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, 

etika bagi kehidupan bernegara
13

. 

Bukunya Jaribah Al-Haritsi, “al-Fiqh al-`Iqtiṣādῑ li Amῑr al-Mu‟minῑn 

„Umar ibnu Al-Khaṭṭāb (Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab)”, 

diterjemahkann Asmuni Solihan Zamakhsyari. Dalam buku ini dijelaskan 

bahwa Umar bin Khathab memiliki politik yang sangat spesifik dan istimewa 

dalam mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam, dimana 

disana dijelaskan dalam tiga sub kajian pokok. Pertama, makna jaminan 

sosial, urgensi dan penanggungjawabnya, dijelaskan bahwa jaminan sosial itu 

berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh 

masyarakat Muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan 

dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan 

kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan 

dari mereka. Kedua, Tanggung Jawab Pemerintah, adakalanya secara langsung 

dengan merealisasikan kecukupan dari Bait al-Māl terhadap orang-orang yang 

tidak mampu. Ketiga, Bidang-Bidang Jaminan Sosial, secara global bidang-

bidang terpenting sebagai contoh adalah; fakir miskin, janda dan anak yatim, 

                                                           
13

 Munawir Sjadzuli, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: 

UUI- Press, 2003), hlm. 1. 
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orang sakit dan orang lumpuh, keturunan para mujtahid, tawanan perang, 

hamba sahaya, tetangga, narapidana, gharim, dan ibnu sabil.
14

 

Supardiono (2009) dalam skripsinya “Tanggung Jawab Negara dalam 

Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 

40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”. Pada skripsi ini 

dibahas tentang bagaimana tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak 

jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam dan UU SJSN, dimana 

penyusun menyimpulkan bahwa tanggung jawab negara tehadap jaminan 

sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam bersifat aktif yaitu berupa provisi 

positif (waris dan zakat), serta larangan (riba, penimbunan, monopoli, dan 

sebagainya), sementara dalam UU No. 40. Tahun 2004 bersifat pasif yaitu 

Negara/pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.
15

 

Novayanti Sopia Rukmana S. dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas 

Sumabang kecamatan Curio Enrekang”. Skripsi ini membahas bagaimana 

implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas 

Sumabang, penyusun menyimpulkan bahwa implementasi Jaminan Kesehatan 

                                                           
14

 Jarῑbah al-Harῑṡῑ, al-Fiqh al-`Iqtiṣādῑ li Amῑr al-Mukminῑn „Umar ibn Al-Khaṭṭāb (Fikih 

Ekonomi Umar bin Al-Khathab) alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakkhasyari (Jakarta Timur: 

Khalifa [Pustaka AL-Kautsar Grup], 2010), hlm. 283. 

15
 Supardiono, “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat 

(Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanal)”, 

skripsi sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, 

2009. 
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Gratis Daerah belum maksimal  dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaan 

misalnya dari segi sumberdaya manusianya.
16

 

Ahmad Dahlan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Asuransi 

Jiwa dalam Sistem Asuransi Takāful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takāful 

Keluarga Cabang Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang, bagaimana 

sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi Takāful apakah sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Penyusun menyimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur-unsur 

Magrib (maisῑr, garar, dan ribā) pada PT. Asuransi Takāful telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan 

eksploitasi (dana hangus) dengan sistem muḍārabah belum dapat dihilangkan 

secara maksimal.
17

 

Buku-buku lain seperti, Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, 

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (life and general) Konsep dan 

Sistem Operasional, Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syari‟ah dalam 

Praktik: Upaya menghilangkan Garar, Maisῑr dan Ribā, Muhammad 

Nejatullah Asuransi di dalam Islam dan Mohd Ma‟sum Billah 

Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern, Tinjauan Hukum dan 

Praktek. 

                                                           
16

 Novayanti Sopia Rukmana S., “Implementasi Program Jamianan Kesehatan Gratis 

Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang”, Skripsi ini  diterbitkan (Makasar: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi program Administrasi Negara), 

2013. 

17
 Ahmad Dahlan, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi 

Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, skripsi  sarjana Fakultas Syari‟ah 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, 2004. 
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Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan ada 

yang meneliti tentang tema pembahasan dengan objek Program Jaminan 

Kesehatan Nasional ini secara khusus, untuk itu penulis meneliti tema ini 

untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dibidang Hukum 

Islam. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Syariat Islam adalah aturan yang bersifat ruhani dan jasmani, agamawi, 

dan duniawi, Syariat berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti 

disamping pada kekuasaan dan Negara. Syariat memiliki implikasi balasan di 

dunia dan akhirat. Syariat menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram 

berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, 

yang biasa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya. Allah 

mengharamkan memakan harta dan mengambil hak orang lain dengan cara 

yang salah. Sebab, keharamannya telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-

Qur`an dan sunnah.
18

  

Dalam Al-Qur`an Allah berfirman; 

ٔلا تأكهٕا أيٕنكى بيُكى بانبطم ٔتدنٕا بٓا إنٗ انحكاو نتأكهٕا فريقا يٍ 

 19 .ايٕل انُاس بالإثى ٔأَتى تعهًٌٕ

                                                           
18

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (Life and General) Konsep dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 9. 

19
 Al-Baqarah (2) : 188. 
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Dalam buku Fiqih Ekonomi „Umar banyak uraian sikap dan pendapat 

yang menjelaskan peranan negara Islam dalam merealisasikan jaminan 

masyarakat muslim, seperti berikut
20

;  

1. Diriwayatkan bahwa seorang arab badui datang kepada „Umar bin 

Khattab lalu membaca syair yang berisikan musim paceklik dan 

kebutuhan, maka umar meletakkan tangannya di kepalanya, kemudian 

berteriak: “Wahai „Umar! Wahai „Umar! Tahukah kalian apa yang dia 

katakana? Ia menyebutkan paceklik dan kelaparan, sedangkan putra 

„Umar kenyang dan segar, dan kaum muslim dalam kesulitan!” 

kemudian dia memerintahkan dua orang Anṣār dengan membawa 

banyak unta yang penuh dengan muatan gandum dan kurma, lalu 

keduanya masuk ke Yaman dan membagikan apa yang mereka bawa.” 

2. „Umar berkata, “Demi Allah, sungguh jika aku masih hidup, niscaya 

akan datang kepada pengembala di gunung bagiannya dari harta ini, 

dan ia mengembala ditempatnya,” dan beliau menyampaikan 

pembicaraan ke asistennya, Hūnay, dalam menjelaskan tanggung 

jawab beliau terhadap orang-orang miskin. 

Dalam buku Tārῑkh al-Islām al-Siyāsῑ (Sejarah dan Kebudayaan Islam) 

oleh Hasan Ibrahim hasan, diceritakan bahwa „Umar telah memberikan 

sesuatu dari baitulmāl untuk membantu kaum yang terserang penyakit lepra di 

jalan menuju Syām, ketika ia melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga 

pernah dilakukan oleh para khalifah dan wali-wali. Bahkan Khalῑfah Walid 

                                                           
20

 Jarῑbah al-Harῑṡῑ, al-Fiqh al-Iqtiṣādi li Amῑr al-Mukminῑn „Umar Ibn Al-Khaṭṭāb (Fikih 

Ekonomi Umar bin Al-Khathab), alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakkhasyari (Jakarta Timur: 

Khalifa [Pustaka AL-Kautsar Grup], 2010), hlm. 291. 
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bin Abdul Malik secara khusus memberikan bantuan kepada orang yang 

terkena penyakit lepra.
21

 

Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya terkait dengan politik 

ekonomi Islam (al-siyāsah al-iqtiṣādi), dapat dipahami dengan mudah bahwa 

konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara untuk kepada seluruh 

warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu serta 

menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. 

Salah satu program pemerintah Indonesia di awal tahun 2014 ini 

adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan Prinsip Asuransi 

Sosial. Diantara dalil yang sering dikemukakan dalam asuransi termasuk 

asuransi sosial adalah firman Allah Swt. 

 .22 ٔتعإَٔا عهٗ انبر ٔانتقٕٖ ٔلاتعإَٔا عهٗ الإثى ٔانعدٌٔ

 .23ٔالله في عٌٕ انعبد يا داو انعبد في عٌٕ أخيّ

إٌ الأشعرييٍ إذا أريهٕا في انغزٔ أٔ قم طعاو عيانٓى بانًديُة جًعٕا يا كاٌ 

عُدْى في ثٕب ٔاحد ثى اقتسًِٕ بيُٓى في إَاء ٔاحد بانسٕيةَ فٓى يُي ٔأَا 

 24.يُٓى

                                                           
21

 Al-Badri, Abdul Aziz, al-Islām Ḍāmin li al-Ḥājāt al-Asāsiyyah likulli Farḍ wa Yu‟Mal 

li Rafāhiyatihi (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Islamiyyah, 1408 H.), hlm. 30. 

22
 Al-Maidah (5): 2. 

23
 Imam Muslim, Ṣaḥῑḥ Muslim, “Kitāb aż-Żikr wa ad-Du‟ā wa at-Taubah wa al-Istiqfār,” 

“Bab Faḍl al-`Ijtimā‟i „alā tilāwah al-Qur‟ān wa‟alā aż-Żikr,” (Bairut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 

2011) VI: 38 No. 2699, hlm 1039. Diriwayatkan oleh Yaḥya ibn Yaḥya at-Tamῑmi. 

24
 Imam Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim, “Kitāb faḍāil aṣ-Ṣaḥābah raḍiya allah ta‟ālā „anhum,” 

(Bairut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2011), VI: 167. No. 2500, hlm 974. Diriwayatkan oleh Abu 

„Amir al-Asy‟ari dan Abu Kuraib. 
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Seluruh ayat al-Qur‟an dan al-Hadits terkait topik ta‟āwun sebagaimana 

contoh di atas, dari aspek adalah, wajh al-istidlāl, dan ṭarῑq al-istidlāl 

sebenarnya hanya menjelaskan kewajiban saling menolong (ta‟āwun), tidak 

menjelaskan secara spesifik tentang al-ta`mῑn al-ta‟āwunῑ. Adapun mengenai 

konsep al-ta`mῑn al-ta‟āwunῑ (at-takāfulῑ) sebenarnya bukanlah tabarru‟ 

(donasi). Karena akad tabarru‟ dalam konsep ta‟āwun di dalamnya tidak ada 

ruang untuk keuntungan atau mencari keuntungan. Karena sifat aktivitas itu 

sebagai akad tabarru‟ bukan mu‟āwaḍah dari dua pihak. Tabarru‟ adalah 

taṣarruf dari satu pihak saja, karena orang yang berderma perannya berakhir 

dengan donasinya itu. 

Ada 4 Prinsip Dasar Asuransi Syariah yakni:
25

 

1. Saling bertanggung jawab 

2. Saling bekerja sama atau saling membantu 

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain 

4. Menghindari unsur maisῑr, garar dan ribā 

Perbedaan Asuransi Syari‟ah dengan Asuransi Konvensional:
26

 

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS) dalam perusahaan 

asuransi syari‟ah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan 

mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya 

senantiasa sejalan dengan syari‟at Islam. 

2. Prinsip asuransi syari‟ah adalah takāful (tolong-menolong) sedangkan 

prinsip asuransi konvensional tabādullῑ (saling tukar menukar). 

                                                           
25

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, Deskripsi dan Ilustrasi 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 126. 
26

 Ibid., hlm. 129-130. 



14 
 

3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari‟ah 

(premi) diinvestasikan berdasarkan syari‟ah dengan sistem bagi hasil 

(Muḍārabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana 

dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. 

4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. 

Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik 

perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk 

menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 

5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari 

rekening tabarru‟ seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk 

keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. 

Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim 

diambil dari rekening milik perusahaan. 

6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana 

dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. 

Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya 

menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak 

mendapatkan apa-apa. 

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai 

syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan 

penanggungan resiko terhindar dari unsur garar (ketidakpastian atau 
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spekulasi), maisῑr (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak 

diperkenankan adanya riba.
27

 

Dalam upaya menghindari garar, pada setiap kontrak asuransi syari‟ah 

harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat 

diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada 

ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syari‟ah 

bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau 

ruang lingkup kontrak itu sendiri
28

. Maisῑr (perjudian) timbul karena garar. 

Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, 

tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka 

tidak diperkenankan dalam asuransi sosial. 

Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (ḍamān) dari BPJS 

yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang 

mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertanggungan (al-ḍamān) di 

dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya, 

Syarat pertanggungan (damān) adalah
29

: 

1. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam 

tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan 

memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami 

                                                           
27

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase 

Islam di Indonesia (Badan Arbitrase Muamlat Indonesia, Jakarta, 1994), hlm.148. 

28
 Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syari‟ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan 

Garar, Maisῑr, dan Riba (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2-3.  

29
 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: 

Risalah Gusti, 2009), hlm. 148 dan 161. 
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kejadian. Artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian 

itu. 

2. Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak 

mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau 

partisipasi (premi); 

3. Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar‟i dengan 

memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta dan 

badan, bukan syirkah harta saja. 

4. Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak 

syar‟i, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik 

disebut investasi ataupun reasuransi. 

Asuransi yang dipaparkan untuk dibahas ini  menurut penulis adalah 

syirkah harta. Semuanya hanya menyetor harta. hingga badan penyelenggara 

yang mengelola urusan asuransi ini adalah representasi dari harta mereka 

bukan representasi bagi badan mereka. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka 

yang berserikat dengan badannya, akan tetapi hanya dengan hartanya. Fakta 

asuransi itu dilihat dari sisi syirkah adalah sama seperti syirkah musāhamah, 

yaitu syirkah harta. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud, 

termasuk dalam sebuah penelitian, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun 

menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian pustaka (library research), yakni penelitian melalui 

sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), yang terdapat dalam Al-Qur‟an, Hadits-hadits, 

konvensi-konvensi, pendapat para cendikiawan, dan juga sumber-sumber 

berita lainnya, baik dari koran, majalah, maupun internet. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah norma-

norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan dalam UU SJSN 

dan UU BPJS serta Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya  data-

data tersebut dianalisis berdasarkan normatif yuridis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka dalam 

pengumpulan datanya dilakukan melalui pengkajian terhadap literatur-

literatur pustaka yang koheren, dengan objek yang dimaksud. Yakni 

mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema 

pembahasan. 

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah: Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial dan Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
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Sedangkan data sekunder yang penyusun gunakan diantaranya 

adalah: Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, buku Yusuf Qordawi, 

Peran, nilai, dan moral dalam perekonomian Islam, Ibnu Taimiyah, Tugas 

Negara Menurut Islam, Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (life 

and general) Konsep dan Sistem Operasional, Muhaimin Iqbal, Asuransi 

Umum Syari‟ah dalam Praktik: Upaya menghilangkan garar, maisῑr dan 

ribā, Muhammad Nejatullah Asuransi di dalam Islam dan Mohd Ma‟sum 

Billah Kontekstualisasi Takāful dalam Asuransi Modern, Tinjauan Hukum 

dan Praktek. 

4. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yang bertujuan 

menggali doktrin-doktrin (asas-asas) hokum, dengan mempelajari berbagai 

peraturan hukum konkrit, atau dari pendapat seseorang atau kelompok dan 

Negara, terhadap tanggung jawab Negara terhadap kesehatan rakyat 

menurut Islam, dan bagaiman sistem asuransi sosial yang sesuai dengan 

syari‟ah. Atau dapat juga dilakukan secara deduktif, dengan menganalisis 

data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat 

khusus, disamping itu juga digunakan metode komparatif, untuk 

membandingkan antara dua sistem hukum, sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya. 

5. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
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Normatif:
30

 yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 

mengkaji berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga setelah adanya analisis akan 

tampak pemecahan masalah yang ada. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam 

beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan 

ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari: pertama, latar belakang, 

dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau 

mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas 

alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik dan 

penting untuk diteliti. Kedua, tujuan dan kegunaan, agar penelitian 

memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga, telaah 

pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan 

menarik serta belum pernah diteliti. Keempat, kerangka teori, 

menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisis yang akan 

                                                           
30

 Pendekatan normatif adalah pendekatan mengenai  praktik-praktik, masa sekarang 

yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk memperoleh prosedur yang dapat dilaksanakan, 

sehingga berdasarkan analisis, tampaknya menjadi pemecahan terbaik terhadap masalah yang ada. 

Lihat: Moekijat, Metode Riset dalam Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, t.t.), hlm. 14. 
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digunakan untuk menganalisis data. Kelima, metode penilitian, merupakan 

penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Keenam, sistematika 

pembahasan, merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta 

sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah. 

2. Bab II menggambarkan tentang Jaminan Kesehatan Rakyat dalam Islam 

dan Asuransi syari‟ah dan prinsip Maghrib (Maisῑr, Garar dan Ribā). 

3. Bab III mendeskripsikan Jamianan Kesehatan Nasional (JKN), mekanisme 

dan penyelenggaraannya. 

4. Bab IV menganalisa bagaimana Perspektif Tanggung Jawab Negara dalam 

Islam terhadap Kesehatan Rakyat, bagaimana perspektif akad-akad 

muamalah dalam asuransi sosial, dan bagaimana perspektif Magrib 

(Maisῑr, Garar dan Ribā) terhadap Program Pemerintah tentang Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). 

5. Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan uraian dan 

jawaban pokok permasalahan dengan menggunakan analisa dari bab IV, 

selain itu juga memuat saran-saran. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan berbagai macam pembahasan dan analisis penulis 

menarik kesimpulan, bahwa: 

1. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyat karena 

kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi, 

negara harus mendirikan rumah sakit – rumah sakit, penyediaan obat-

obatan, menyiapkan sumberdaya dalam pelayanan kesehatan, dan negara 

harus mengatur sedemikian rupa jangan sampai mempersulit akses 

kesehatan bagi masyarakat, karena Imam (Khalifah) yang menjadi 

pemimpin manusia laksana penggembala, hanya dialah yang 

bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya. Tugas ini tidak boleh 

dilalaikan negara sedikitpun karena akan mengakibatkan kemudharatan, 

yang tentu diharamkan dalam Islam. 

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  di 

Indonesia  yang berprinsip asuransi sosial menurut analisis penulis adalah: 

a. Negara boleh menarik iuran ṣadaqah kepada rakyat yang kaya dan 

berkecukupan untuk dana jamianan sosial dalam kondisi tertentu, 

untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. 

b.  JKN yang diterapkan di Indonesia dengan kondisi saat ini belum tepat 

karena dapat menimbulkan mudharat, yaitu iuran/premi bulanan yang 



 

 
 

akan disetorkan kepada BPJS masih terlalu tinggi dan adanya 

penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran. 

c. Program JKN masih mengandung unsur ketidakadilan dalam konsep 

takāful al-ijtimā‟, dengan ada pemisahan antara masyarakat miskin, 

menengah dan orang kaya, terlebih dalam pelayanan. 

d. JKN masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi 

syari‟ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS tidak ada 

pemisahan dana tabarru‟ dengan dana bukan tabarru‟. 

e. JKN dalam prakteknya masih mengandung unsur maisῑr, dan garar, 

sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhāt. 

C. Saran-saran 

Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam 

syari‟ah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syari‟ah, yaitu 

melihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah hifz al-nafs. Dalam 

hal ini ada beberapa saran-saran penulis dalam penelitian ini: 

1. Konsep Program JKN harus ditinjau kembali, terlebih oleh pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pelaku kebijakan dalam beberapa 

hal. 

2. Agar MUI selaku lembaga hukum agama Islam untuk ikut andil dalam 

melirik permasalahan pengelolaan program JKN dan mengeliarkan 

fatwa, karena persoalan ini dapat berinflikasi terhadap perekonomian 

masyarakat muslim pada umumnya. 



 

 
 

3. Pelayanan kesehatan harus disamaratakan, tidak ada pemisahan antara 

orang miskin, menengah dan kaya, agar semangat takāful al-ijtimā‟ 

benar-benar hidup dalam penerapan JKN. 

4. Dalam pengelolaan dana, BPJS harus memisahkan antara dana tabarru‟ 

dan dana bukan tabarrru‟ dengan membuat rekening yang berbeda. 

5. Semoga dikemudian hari penelitian ini bisa diperdalam lebih lanjut lagi 

dengan penelitian lapangan, agar lebih jelas riil dalam penerapannya, 

terlebih dalam hal pengelolaan dana jamian sosialnya.  
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LAMPIRAN I 

No. Hlm. Footnote Terjemahan 

BAB I 

1. 10 19 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan 

yang bathil dan janganlah kamu membawa 

urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal 

kamu mengetahiunya. 

2. 12 22 Dan tolong – menolonglah kamu dalam 

mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan 

tolong – menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. 

3. 12 23 Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba 

menolong saudaranya. 

4. 12 24 Bahwa keluarga al-Asy‟ariyyun, jika mereka 

kehabisan bekal didalam peperangan atau 

makanan keluargan mereka dimadinah menipis, 

maka mereka mengumpulkan apa yang mereka 

miliki di dalam suatu lembar kain, kemudian 

mereka bagi rata dalam satu wadah, maka 

mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian  

dari mereka. 

No. Hlm Footnote Terjemahan 

BAB II 

5. 21 2 Dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak 

manusia adalah sehat dan waktu luang. 

6. 21 3 Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai 

oleh Allah daripada mukmin yang lemah. 

7. 23 8 Seorang imam adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab atas rakyatnya. 

8. 23 9 Aku (nabi sebagai kepala Negara) lebih dekat 

kepada setiap muslim dari dirinya sendiri, maka 

dari itu siapapun yang meninggalkan harta dan 

meninggalkan hutang atau anak-anak untuk 

dibantu merupakan tanggung jawabku; dan siapa 

yang meninggalkan kekayaan itu adalah untuk 

ahli warisnya: dan aku adalah pewaris orang-

orang yang tidak punya ahli waris, aku mewarisi 

kekayaan dan membebaskan tahanan. 

9. 35 31 Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap orang 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah 



 

 
 

kepada Allah, sunggung, Allah mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. 

10. 35 32 Wahai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah 

akad – akad itu. Dihalalkan bagimu binatang 

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demiian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, 

sesunggunhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

11. 35 33 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan apabila kamiu menetapkan 

hukum di antara manusia, hendaklah dengan 

adil. 

12. 36 34 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. 

13. 36 35 Dan Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. 

14. 36 36 Hai orang – orang yang beriman! Bertaqwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu 

orang yang beriman. 

15. 36 37 Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, 

maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak 

menganiaya dan tidak dianiaya. 

16. 36 38 Lihat terjemahan Bab I. No. 2 hlm. 12 Footnote 

22 

17. 36 39 Barang siapa melepaskan dari seorang muslim 

suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan 

kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah 

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka 

menolong saudaranya. 

18. 37 40 Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, 

saling mengasihi dan mencintai bagaikan  tubuh 

yang satu, jikalau satu bagian menderita sakit 

maka bagian lain akan turut menderita. 

19 37 41 Seorang mu‟min dengan mu‟min yang lain ibarat 

sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian 

yang lain. 

20. 37 42 Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang 

mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram. 



 

 
 

21. 37 43 Setiap amal itu hanyalah tergantung niatnya. Dan 

seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai 

dengan apa yang diniatkannya. 

22. 37 44 Rasulullah SAW melarang jual beli yang 

mengandung garar. 

23. 37 45 Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak 

boleh pula membahayakan orang lain. 

24. 37 46 Pada dasarnya semua bentuk mu‟amalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. 

25. 37 47 Segala mudharat harus dihindarkan sedapat 

mungkin. 

26. 38 48 Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan. 

27. 39 50 Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. 

28. 40 51 Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika 

menjadi saksi dengan adil, dan janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada Allah, sungguh 

Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. 

29. 40 52 Lihat terjemahan Bab I. No. 2 hlm. 12 Footnote 

22. 

30. 40 53 Lihat terjemahan Bab II. No.17 hlm. 36 Footnote 

34. 

31. 43 54 Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak 

akan dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, 

shiddiqin dan syuhada‟. 

32. 44 55 Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima 

amal dari orang yang bertaqwa. 

33. 44 56 Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua 

saudaramu yang berselisih dan bertaqwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 

34. 55 69 Liat terjemahan Bab II. No. 12 hlm. 36 Footnote 

34. 

35. 57 71 Liat terjemahan Bab I. No. 1 hlm. 10 Footnote 19. 

36. 60 75 Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan 

agar harta manusia bertambah, maka tidak kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah 

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). 



 

 
 

37. 60 76 Karena kezaliman orang-orang yahudi, kami 

haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik 

yang dahulu pernah dihalalkan dank arena mereka 

sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. 

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal 

sungguh mereka telah dilarang darinya, dank 

arena mereka memakan harta orang dengan cara 

tidak sah (batil). Dan kami sediakan utnuk orang-

orang kafir diantara mereka azab yang pedih. 

38. 61 77 Wahai orang-orang yang beriman! janganlah 

kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan 

bertaqwalah kepadda Allah agar kamu beruntung. 

39. 62 78 Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu. (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal 

di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan 

menyuburkan sedekah. dan Allah tidak 

menyukai Setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 

mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di 

sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang 

belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah 

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu 

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) 

Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika 

(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran 

maka berilah tangguh sampai Dia 



 

 
 

berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui. dan peliharalah dirimu dari 

(azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu 

kamu semua dikembalikan kepada Allah. 

kemudian masing-masing diri diberi Balasan 

yang sempurna terhadap apa yang telah 

dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak 

dianiaya (dirugikan). 

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba 

nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan 

oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah 

penukaran suatu barang dengan barang yang 

sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena 

orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi 

dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 

dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang 

berlipat ganda yang umum terjadi dalam 

masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: 

orang yang mengambil Riba tidak tenteram 

jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba 

yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun 

ayat ini, boleh tidak dikembalikan.Yang 

dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah 

memusnahkan harta itu atau meniadakan 

berkahnya. dan yang dimaksud dengan 

menyuburkan sedekah ialah 

memperkembangkan harta yang telah 

dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan 

berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang 

menghalalkan Riba dan tetap melakukannya. 

No. Hlm Footnote Terjemahan 

BAB IV 

40. 90 2 Lihat Terjemahan Bab II No. 8 hlm. 23 Footnote 

9 

41. 91 3 Lihat terjemahan Bab II No. 6 hlm 21 Footnote 3 

42. 93 4 Tindakan seorang pemimpin  terhadap rakyatnya 

harus dihubungkan dengan kemaslahatan. 

43. 94 6 Ambillah zakat (sedekah) dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 



 

 
 

44. 97 9 Lihat Terjemahan Bab I No. 2 hlm. 12 Fotnote 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN II 
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